
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertlb administrasi keuangan
pelaksanaan pengadaon barang/ja sa melalul swokelola, d;pandong periu
menyusun dan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan dan
Pemb_yaran Taglhan atas Pekerjaon Vane Dliokukon dengan cara
swaketola dl lingkungan Kemcnterian Pendayagunaan Aparalur Negara
dan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditelapkan dengan
Peraluran Menlen Nesora Pendayagunoan Aparatur Negara dan
Reformasi 81rokrasi.

1. Undans·undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang·undang Nomar 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Ne8t'ra;
3. Undang-undong Nemer 15 'rabun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 len tang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nesara, sebagaimana telah diu bah
terakhlr dengan Peraturan Preslden Nomor S3 Tahun 2010;

5. Peraturan Preslden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
Dan Fungsl Kementerian Ncgara Serta Susunan Organisasi, Tugas. Dan
Fungs; Eselon I Kementerlan N.gara;

6. Peraluran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 lenlang Pensada.n
Barans/lasa Pemerinlah;

7. Peraturan Menten Keuangan Nomor 134/PMK,06/200S tentang Pedoman
Pembayaran dalam Pelaksanaan Ansgaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

8. Peraturan Menter; Keuans"n Nomor 170/PMK.OS/2010 tentang
Penyelesalan Taglhan atas Beban Pada Satuan Kerja;

Menging_t:

Menimbans:

PERATURANMENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 1'- TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASINOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG

PETUNJUK PElAKSANAAN PENGADAAN DAN PEMBAYARAN TAGIHAN
ATAS PEKERJAANYANG DILAKUKAN DENGAN CARASWAKElOLA

01 UNGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

MllNTERI N"ECARA
PENDAYACUNAAN Al'A.RATURNECARA

DAN REFORMASI 81ROKRASI
REPU8LlK INDONESIA



BABI
KmNTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparalur Negara dan Reformasl Birokrasl inl,
yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega,a, yangselanjutnva disingkat APBN,adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang dlsctujui oteh Dewan Perwakilan Raky.t, yang
masa berlakunva dari tangsal 1 Januarl sampal dengan tanggal 31 Desember tahun

NEGARADANREfORMASIBIROKRASI

Menetapkan:

9. Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Refonnasi Birokrasi Nomor U Tahun 2010 tontang Organlsasidan rara
Kerja di Ung'kungan Kementetian Pendavngunaan Aparatur Negara dan
Reformasl 8lrokrasl;

10. Perlturan Menterl Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Rcformasl 8irokrasi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Verlflkasi Anggaran dl LlngkunganKementerlan PendavagunaonAparatur
Negara dan Reformasi Blrokrasi;

IL Keputusan Menterlan Negara PendaVagunaan Aparatur Negara dan
Reformasl 81rokrasiNomor 276 'rabun 2010 tentang Penetapan Pelabat
xuasa Pengguna Angaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Nesara
dan Reformasl BirokraslTahun Anggaran 201L

Memperhatlkan: 1. Peraturan Dlrektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.U/P8/2011
len tang perubahan alas Peraturan Oirektur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-66/P8/2005 tentang Mekanisme Pclaksanaan Pembavaran
Atas 8eban AnggaranPendapatandan BclanjaNeg.r.;

2. Hosil diskusl pada SoslolisasiPeraturan Menteri Neg"ra Pendavagunoan
Aparatur Negara dan Reformasl Birokrasl tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengadaan dan Pembavaran Tagihan Atas Pekerjaan Yang Dilakukan
Dengan Car. Swakelola di Llngkungan Kementerlan Pendavagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasl Birokrasi di Kementertan Pendayagunaan
Apar.tur Negara pada tanggalI? Februa,i 2011.

MEMUTU5KAN

PERATURANMENTERINEGARAPENDAVAGUNAANAPARATURNEGARADAN
REFORMASIBIROKRASITENTANG PERUBAIoIANATAS PERATURANMENTERI
NEGARAPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARADAN REFORMASIBIROkRASI
NOMOR 3 TAHUN 2011 PfTUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN DAN
PEMBAVARANTAGIHAN ATAS PEKERIAANYANGDILAKUKANDENGANCARA
SWAKElOLA 01 LlNGKUNGAN KEMENTERIANPENDAVAGUNAANAPARATUR

Ml;NTERI NEGARA
I'ENOAYAGUNAAN APARATUR NI;CARA

OAN REFORMASI BIROKRA.~I
REPUBLrR INDONESIA



Pasol3

Tujuan dltetapkanny. Peraturan Menteri Negar. PAN dan R8 inl .dalah agor pelaksanaan
pengadoan barang/jasa khususny. yang dll.kukan dengan cara swakelola dapat berjalan secara
efektil darl sesl hasil pekerja.nnya. efisien darl sesi pemblayaannya. transparan dan akuntabel
sesual dengan ketentuan perundang,undangan yang berlaku.

Pasal4

Ruang IIngkup darl petunjuk pelaksanaan Inl adalah mengatur tentang mekanlsme pelaksanaan
pengadaan barang/ja.sa dan prosedur pembayaran deng.n cara 5wakelola mulal dar' perencanaan.

8A811
MAKSUDTUJUANDANRUANGlINGKUP

Pasal2

Maksud ditetapkannya Peraturan Menterl Negara PAN dan RB Inl adalah untuk mengatur
pelaksanaan dan pembayaran pengadaan barang/jasa yang dllaksanakan dengan cara swakelola
yang sebagian atau seluruh d.nanya dlblayai dengan APBN yang tertuang dal.m DIPA
Kementerian PANdan RB.

berkenaan.
2, Doftar tslan Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DtPA ,IOU dokumen loin yong

dipersarnakan dengan DIPAadalah Suatu dokumen pelaksanaan anssoron vang disusun oleh
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasl Birokrasl serta disahkan
oleh Oirektur Jendcral Per'bendaharaan dan berfungsl sebagai dokumen pelaksanaan
pembiayaan kegialan teementeria" Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Blrokrasl.

3. 5wakelola adalah Pengadaan Barang/la$<! diman. pekerj •• nnyo direncanokan. dikerjakan
dan/at-au diawasi sendiri oleh i"stansl penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain
dan/atau kelompok masyarakat.

4. Menter; adalah Mentcri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara daR Reformasl Birokrasl.
S. Pengguno Anggaran/Kuasa Pengguno Anggaran yang selanjutnya disebut PAl Kuasa PA

adatah Menteri Negara Pend.yagunaan Aparatur Neg.r. dan Reform.,1 Birokrasl arau
kuasanya yang benanggung jamb atas pengelolaan anggaran pada Kementerlan
Pendayagunaan Apar.tur Neglra dan Reformasl Birokrasl

6. Pejabal Pembuat Komitmen. yang sel.njutnv. dlsingk.t PPK•• dalah pejabat yang dlberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mongambll keputusan dan/.tau nndakan yang dapat
mengakibatkan pengetuaran alas beban belanja negara.

7. U.ng Persediaan, yang selanjutnya dlsingkat UP, adalah sejumlah uang yang disedlakan
untuk Satker dalam melaksanakan keglatan operaslonal kantor seharl-hari.

8. Pembayaran langsung yang selanjutnya disebut LS adalah mekanisme pencairan dana
'"ngsung ke rekenins penerima hak pembayaran.

MENTFRINEGARA
I'ENOAVAGUNAAN APARATUR NEGAR.'

DAN RE}'ORMASI BIROICRASI
REPUBLIK INI>ONF,SIA



Unsur pekerjaan swakelola terdin dan:
a. perencanaan swakelola;
b. pelaksanaan swakelola; dan
c. pengawasan 5wakelol a,

BABVI
UNSUR PEKERJAANSWAKELOLA

Pasal8

Pekerjaan Swakelola dapat dilaksanakan oleh:
a. Kemenlerlan PAN dan R8; atau
b. Instansi Pemerinlah lain Pelaksana Swakelota.

BABV
PENYElENGGARA PEKERJAANSWAKElOLA

Pasal7

Pas.16

Jenls pekerjaan yang dapat dHal<ukandengan cara Swa.elola adalah sebagal benkut:
a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan

kemampuan teknis sumber daya manusia. dan memillki manfaat/nllal tam bah, serta sesual
dengan tugas pokok Kementerian PAN dan RB;

b. penyelengs.raan dlklal, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
c. pekerjaan survey. pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerlmab, penyusunan naskah

akademls, penyusunan kajlan, pengembangan slstem tertentu; dan
d. pekerjaan yang bersl'at mhasla bagl Kementerlan PAN dan RD.

BABIV
JENISPEKERJAANSWAKELOLA

BAB III
PARAPIHAK DALAM SWAKElOLA

PasalS

Organisasl Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengada.n melalul Swakelola lerdiri alas:
a. PNKPA;
b. PPK;
c. ULP/Pejabal Pengadaan: dan
d. Panltia/Pejabat Penerlma HasHPekerjaan.

proses pengadaan sampal dengan pengajuan taglhan yang menggunakan anggaran Kemenlerlan
PAN dan RBbalk yang dilaksanakan sendln maupun oleh InSlansl Pemerlntah lain.

MENTERI Nf:GARA
PENDAYAGUNMN APARATlJR NECARA

DAN REFORMASI8!ROKRASI
RErUBLIK INDONESIA



a.n, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

__ -.:::'",E:.:;K~RETARISKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN

Ditetapkon dl Jakarta
Pada tanggal :lbFebruarI2011

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP

PasallO

Ketentuan leblh lanjut y.ng dlperlukan dalam rangka pelaksan aan Peraturan Menlerl Neg.r. PAN
dan RBInl dlaturdalam Petunjuk Pelaksanaan sebagalmana terlarnplr.

Pasalll

Peraturan ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan.

BABVII
PEMBAYARAN ATASTAGIHAN PEKERJAANSWAKELOLA

Pasal9

Pembayaran atas tagihan pekerjaan swakelola dllaksanakan melalul mekanisme:
(1) UP dan 15untuk pelaksana swakelola oleh Kementerian PAN dan RB.
(2) 15 untuk pelaksana swakelola ol"h Intansl Pemerlntah Lain.

MENTEIU NEGARA
PENOAY,\GUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI 01 ROKRASI
REI'UBLIK INDONI;;SIA



PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR If.. TAHUN 2011

TENTANG

PERU BAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 3 TAHUN 20U TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PEMBAYARAN TAGIHAN
ATAS PEKERlAAN YANG DILAKUKAN DENGAN CARA SWAKElOLA

DllINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPI RAN

MENTER! NECARA
PENDAYAGUNAAN APARATliR NEGARA

DAN R£FORlIIASI BIROKRA~I
REPUOLIK INDONESIA



Oalam Peraturan Mcnteri Ncgara Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
inl, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar., yang sclanjutnya disingkat APBN,adalah
rencana keuangan lahunan pemerint.han Negar. yanS disetujul oleh Dewan
Perw.kilan Rakyal, yang masa bertakunya dan tangsal 1 Janua,1 sampai densan
lan88al31 Desember tahun berkenaan.

2. Satuan Kerla, yang selanjutnya disebut Salker, adalah bagian darl suatu unit org.nisasi

1

D. PENGERTIAN

C. RUANGlINGKUP

Ruang IIngkup dari petuniuk petaksanaao Inl adalah mengatur tentang mekanlsme
pelaksanaan pensadaan bor.ng/jasa dan prosedur pembayaran dengan cara Swakelola
mulai darl perencanaan, proses pengadaan sampai dengan pengajuan tagihan yang
menggunakan anggaran Kemcnterlan PAN dan RBbaik yang dllaksanakan sendlrl maupun
oleh Instansl Pemerinlah lain.

B. MAKSUDDANTUJUAN

Maksud dltetapkannva Petunjuk PelaksanaanInl adalah untuk mengatur pelaksanaandan
pembayaran pengadaan barang/jasa yang dllaksanak"n dengan cara swaketola yang
sebaglan atau seluruh dananya diblayai dengan APBN yang tertuang dalam DIPA
Kemenlertan PANdan RB.

Tujuan dltetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Inl adal"h agar pelaksanann pengadaan
bar.ng/jasa khususnvayang dllakukan dengon cara swakelola dapat berjal.n secaraerektlt
dari segi hast! pekerjaannya, efisien dari segl pembiayaannya. transparan dan akuntabel
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

A. PENJELASANUMUM

Swakelola merupakan pekerjaan pengadaan barang/jasa Glman. pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Kementerian Pcndayagunaan Aparatur
Ncsara dan Reformasi Blrokrasl sebagal penan88ungjawtJb anggaran dengan menggunakan
tenaga sendlri dan/atau lenasa dan tuar baik lenasa ahl! maupun lenaga upah borongen,

BABI
PENDAHUlUAN

PETUNJUKPELAKSANAAN
PENGADAANDANPEMBAYARANTAGIHAN

ATASPEKERJAANYANGDILAKUKANDENGANCARASWAKElOLA
DllINGKUNGAN KEMENTERIANPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA

DANREfORMASIBIROKRASI
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pada Kementerlan Negara/Lembaga yangmelaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari sua1uorganlsasiyangmembebanl danaAPBN.

3. Daftar Isian PclaksanaanAnggaran yang selanjutnva disebut DIPAatau dokumen lain
yang dipersamakan dengan DIPAadalah suatu dokumen pelaksanaan an8l!aran yang
disusun oleh Menteri Negara Pendayagunaan Apar3tur Negara dan Reformasi Birokrasi
sena disahkan eteh Direktur lenderal Perbendaha",an dan berfungsi sebagaidokumen
pelaksanaanpernbtavaan keglatan Kementenan Pendayagun.an Aparatur Negara dan
Reformasl Birokrasi.

4. Swakelola adalah Pengadoon Barans/lasa dimana pekerjaannya direncanakan,
dikerjakan dan/atau diawasl send!rl eleh instansi penanggung jawab anggaran atau
instansl pernerlntah lain.

S. Menteri adalah Menterl Negara Pendavogunaan Aparatur Neg,ra dan Reformasl
Birokrasi.

6. PenggunaAn8l!aran/Ku,sa Penggun, Anggaranyang selanjutnya disebut PAl KuasaPA
adalah Menteri NegaraPendayagunaanAparatur Negara dan Reformasl Blrokrasiatau
kuasanya vang bertanggung jawab ares pengejolaan anggarao pada Kementerlan
PendayagunaanAparatur Negaradan ReformaSIBlrokrasi.

7. Pejabat Pembuat Kornitmen, yang selanjutnya dislngkat PPK, adalah pejabat yang
memiliki Sertlflkat Keahllan Pengadaan Sar.ng/lasa yang dlberl kewenangan oteh
PA/KPA untuk mengambUkeputusan dan/atau tlndakan Vang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas bebanbelanja negara.

B. Pejabat PenandaTangan Surat Perintah Membavar, yang selanjutnya disingkat pp.
SPM. adalah pejabat Vang diberl kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan
pengujian alas Sural Permlntaan Pembayaran dan menerbitkan Sural Perintah
Membayar.

9. Pejabat Penyu.un Surat Perint1lh Membayar yang sel.njulnya di.ebut Pej.bat
PenyusunSPM adalah pejabat yang dltunjuk untuk mengkoordlnir penyusunankonsep
SPM.

10. Unit layanan Pengadaan yang seJanjutnya dlsebut UlP adalah unit organlsasl
pemertntah yang berfungsl melaksanakanPengadaanBarans/lasa di KementerlanPAN
dan RB.

11. Anggota Unit layanan Pengadaan Vang selanjutnya dlsebut Anggot. UlP adalah
personil anggota ULPVangmemiliki Sertifikat Keahllan Pengadaan Barons/lasa yang
melaksanakanPengadaanBarans/J.sa.

12. Pejabat Pensadaan adalah personil vang memlliki Sertlflkat Keahllan Pengadaan
Barang/lasa VangmelaksanakanPens.d.an Barans/lasa.

13. Panilla/Pejabat PenerimaH.sil Pekerjaan adalah panitla/pejabat yang dltetapkan oleh
PA/KPAyang bertuga.smemeriksa dan menerima hasll pekerjaan.

14. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunJuk untuk menerlma, menyimpan,
membavarkan, meoatausahakan dan mernpertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja negara dalam ranaka pelaksanaanbelanja APBNpada Kementerian
Negara/lembasa dan/atau Satker.

15. Pembantu Bendahara adal.h orang, yang dltunjuk untuk membantu Bendahara
Pengeluaran.

16. Koordinator Admlnistrasl yang selanjutnya dls.but Kormln adaLah pejabat yang
dltunjuk untuk menyiapkan seluruh dokumen adminiS!rasi keuangan dalam rangka
persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keglatiln, sesual dengan petunjuk
Pejabat Pembuat Komltmen.
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17. Verlflkator Unit Kerja adalah petusas yang ditunJuk pada setiap unit kerja untuk
melakukan verf1kasi terhadap seluruh dokumen administrasi keuangan sebelum
dilakukan proses pencairan dana.

18. Verllikator Barang MllikNegara adalah petugas yang ditunJuk pada BiroUmum untuk
melakukan .erlnkasl terhadap keberadoan Barang/lasa yang dllakuk.anmelalui proses
pengadaan.

19. Verllikator Keuangan adalah pctugas yang ditunjuk pada BiroUmum untuk melakukan
verlflkasl terhadap seluruh dokumen adminlstrasi keuangan untuk diproses
pencairannya keKPPN.

20. Kantor Pelayanon Perbendohoraan Negara, yang selanjulnya dlsingkat KPPN,adalah
Instansi vertlkal Oirektorat Jenderal Perbendaharaan xcmemertan Kcuangan yang
berada dl bawah dan bertanggung jawab longsung kepada Kepala Kanlor Wllayah
Olrektoral Jenderal Perbendaharaan.

2L Uang Persedlaan, yang selanjutnva dlslngkat UP, adalah sejumlah uang yang
dlsediakan untuk Satker dBlam melaksanakan keglatan operaslonal kantor sehan-hart,

22. Pembayaran langsung yang selanjutnya dlsebut LSadalah mekanisme peneairan dana
langsung ke rekenlng penerlma hak pembayaran.

23. Sural Permlntaan Pembayaran, yang selanjutnva disingkat SPP,adalah dokumen yans
dlbuat/dlterbllkan oteh PPKdan dlsampaikan kepada PA/KPAatau pejabat lain yans
dltunjuk selaku pemberl kerja untuk selanlutnva ditcruskan kepada PP-SPM
berkenaan.

24. Surat Permintaan Pembayaran langsung. yang selanjutnya dlsingkat SPP-LS,adalah
dokumen permintaan pembayaran yang dlbuat/diterbltkan olch PPK yans
dlbay.rkan langsung kepada Sendahar. Pengeluara,,/Pencrlma Hakatas dasar kontrak
k.rja, surat keputusan, surat tugas atau surat perinlah kerjalalnnya.

2S. Sural Perintah Membayar, yang selanjutnya dlslngkat SPM, adalah dokumen yang
dllerbltkan/dlgunakan oleh PNKPAatau pejabat laln yang dltunjok unluk mencalrkan
dana yang bcrsumber darl Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang
dlpersamakan.

26. Surat Perintah Membavar langsung. yang selanjutnya dislngkat SPM-LS,adalah SPM
langsung kepad. Bendahar. Pengeluaran/Penerlma Hak yang dlterbltkan olch PA/KPA
atau pejabat loin yang dltunjuk alas d.sar kontrak kerja, sural keputusan, surat tugas
atau surat perlntah kerJalalnnva.

27. Hak tagih adalah hak yang tlmbul akibat dart penerima hak telah memenuhl
kewajibannya yang dinyatakan dalam berita acara atau dokumon lain yans
dlpersamakan.

28. Penerima Hak adalah pejabal negara/pegawai negeri/pihak ketiga/pihak lain yang
berhak menerlma pembayaran alas pelaksanaan kogiatan/tugas vang membebanl
APBN.

29. Sistem Informa.1 Keuangan yang selanjutnya dlsebut SIKadalah opllkasi keuangan
untuk mengclola angaran seluruh kegiatan pada Kementetian Pendayagunaan
Aparatur Ncgara.

30. Standar Siaya Umum adalah saluan biaya paling tinggl sebagai pedoman untuk
menghltung bl.ya kegiatan dolammenyusun Reneona Kerjadan Anggaran.

3L Nota Verifikasladalah catatan vang berlsl hasll .erlllkasl atas dokumen pencairan dana
dan tlndak lanJut atas hasi1'erili"",i tersebut.

32. laporan Verlnka5i adalah rekapltula51nota .erlOkasl setlap bulan yans dlsampaikan
kepada KPAdan PPKterkall.
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33. Unit Kerja adalah Kedepullon, Inspektorat, Biro Hukum dan Humas, Biro Parencanaan.
Bagian Kepegnwoian, Baglan Perlengkapan dan Rumah Tangsa, Bagian Administrasi
dan BagianKeuangan.

34. Ookumen pencairan dana adalah bukti pengeluaran dan dokumen pendukung atas
pencairan dana.

35. A"ip Oat. Komputer, yang scl.njutny. dlsinskat ADK,adalah arsip data dalam bentuk
softcopv yang dislmpan datam media penylmpanan digital.



S

C. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PPKdalam pelaksanaan .wakelola dllingkungan Kernenterian PAN dan RB memillkl tugas
pokok dan kewenangan sebagal berikut:

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengada.n Barangllasa yang mellputi:
1) spc'ifik.51 teknls BaranglJa.a;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3) rancangan Konlrak.

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penvedia 8arang/Jasa;
c. menandatanganl Kontrak;
d. melaksanakan Konlrak;
e. mengendallkan pelaksan •• n Kontrak;
f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Peng.d.an Bar.nglJasa kepada PA/KPA;
g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barangllasa kepada PA/KPA densan Berita

Acara Penye.rahan;
h. melaporkan kemajuan pekcrjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan

pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setlap trlwulan: dan
I. menyimpan dan menlaga keutuhan seJuruh dokumen pelaksanaan Pengadaan

BaranglJasa.

B. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KPApada Kernentenan PAN dan RBrnerupakan pelabat yang dltetapkan oleh PA dar
memiliki kewenangan sesuai dengan pelimpahan oleh PA.

Pengguna Anegaran memiliki tugas dan kewcnangan dalam pelaksanaan swaketola dl
tjngkungan Kementerian PAN dan RBsebagai bcrlkut:

a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website

Kementerian PAN dan RB;
c. mcnetapkan PPK;
d. menetapkan Pel. bat Pengad •• n;
e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasif Pckerjaan:
f. menetapkan jenls pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa

secara Swakelola.
8. mengawasi pelaksanaan anggaran;
h. menvampaikan laporan keuangan sesual densan ketentuan peraturan perundang*

undangan;
I. menyelesaikan perselisihan anrara PPKdengan ULP/Pejabal Pengadaan, dalam hal terjad

perbedaan pendapat;
j. mengawasi pcnylmpanan dan pemeliharean seluruh Ookumen Pcngadaan sarang/Jasa.

A. PENGGUNA ANGGARAN

BAB II
PELAKSANASWAKELOLA
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PANITIA/PEJABATPENERIMAHASll PEK£RJAAN
1. PA/KPA menetapkan Panltla/Pejabat Penerima Hasll PekerJaan dengon anggota yang

dapal berasal dart pegawai negerl, balk darl Instansi sendirl maupun Instansl lainnya.

E.

2. Tugas pokok dan kewenongan UlP/Pejabal Pengadaan meliputl:

3. mcnvusun rencana pemillhan Penyed'a Sarang/Jasa:
b. menetapkan Ookumen Pengadaan;
e. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan 8arang/lasa di website Kementetian PANdan

RB masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
menyampaikan ke LPS£untuk dlumumkan dalarn Portal Pengada.n Naslonal;

d. menllai kuallnkasl Penyedla Barang/l.sa melalut prakualifikasl atau pascaku.Ufikasi;
e. melakukan evaluasi adminlsttasi. teknis dan harga ttrhadap penawaran yang masuk;
f. khusus untuk ULP:
l~menjawab S3nggahan;
2} menetapkan Penyedia Sarang/lasa unluk:

a) Pel"langan atau Penunjukan langsung unluk pakel Pengodaan 8arang/ losa
lainnya yang bernllal paling linggl Rp 100.000.000.000,00 (seratus mlllar rupiah);
atau

b) Seleksi atau Penunjukan LangSung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang
bernllai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh mlliar rupioh);

31 menyerahkan salinan Ookumen Pemllihon Peny~dia Sarang/lasa kepada PPK;
4) menyimpan dokumen asll pemilihan Penyedia Sarang/lasa

g. khusus Pejabat Pengadaan:
1) rnenetapkan Penyedla 8arang/lasa vntuk:

a) Penunjukan Langsung atau Pengadoon langsung untuk paket Pengadaan
Sarang/lasa lalnny. yang bemll.I paling tlnll8i Rp 100.000.000,00 (seratus jula
rupiah); danlatau

b) PenunJukan langsvng atau Pengadaan langsung unluk paket Pengadaan rasa
Konsullansl yang bernilal paling tlnll8i Rp 50.000.000,00 (lima puluh luta rupiah);

2) menyerahkan dokumcn .sll pemillhan Penyedia Sarang/lasa kepada PA/KPA;
h. membuat I.poran mengenal proses dan hasil Pengadaon kepada Menlerl; dan
I. memberikan pertanggun81awaban atas pelaksanaan kegialan Pengadaan 8arang/lasa

kepada PA/KPA.

I
I
1

O. ULP/PEJA8ATPENGAOAAN
1. Proses pengadaan barang/jas. dalam pelaksanaan Swakelola wojlb dllaksanakan melalul

UlP/Pejabat Peng.daan, dengan ketentuan:

a. Pengodoan 8arong/losa lalnnya dengon nilai dialas Rp 100.000.000,00 (seratus jura
rupiah);

b. Pcngadaan Jasa Konsullansl dengan nllai diat.s Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah);

e. Pengadoon Sarang/losa lainnya dengan nilai dibawoh Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan Pensadaan las. Konsullansi dengan nllal dibawoh Rp. 50.000.000,00 (lim.
puluh juta rupiah) dopat dllaksanakan oleh Pejabal Pengadaan.
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2. Pemilihan Perguruan Tlnggl Nege,l atau Inslansl Pemerlntah Lain sebagal Pelaksann
Swakelola dllokukan dengon mempertlmbangkan:

a. pengalaman alas pekerjaan sejenis;
b. kualifikasi lenaga ahll;
c. lokasi Pcrguruan Tlnggi Negeri atau Instansi Pemerlntah Lain;
d. usia tennga ahli;
e. status tenaga ohli (PNS atau Non PNS);dan

F. PENYElENGGARAPEKERJAANSWAKELOLA

1, Pekerj aan Swakelola dapat dllaksanakan oteh:

a, xementertao PANdan R8 dengan kelentuan sebagal benkul:
I) direntanakan, dikerjakan dan dlawasl sendirl oleh Kemenlenan PANdan RB;dan
2) mempergunakan pegawai sendlrl, pegawallnstansi Pemerlntah lain dan/atou dapal

menggunakan tenaga ahll,
b. Instansl Pemerintah lain dengan ketentuan telah direncanakan oleh Kementerian PAN

dan RB.

3. Oalam hoi pemeriksaan baranglj.s. memerlukan keahlian teknls khusus, dapat dibentuk
tlm/tenaga ahll untuk membantu pelaksanaan tugas Panitlo/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan yang dltetapkan oleh PA/KPA.

2. Panitia/Pejabat Penerlma Hasil Pekerjaan dalam pelaksanaan swakelola dl lInskungan
Kementerlan PAN dan RBmempunyai tugas pokok dan kewenanaan untuk:

a. melakukan pemeriksaan hasll pekerjaan Pensadaan Barangllasa sesual dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

b. menerlma hasll Pengadaan Barangllasa setetah melalui pemerlksaan/pengujlan; dan
c. membuat dan menandatangani 8erita Acara Serah Terima Hasll Pekerjaan.
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Jenls pekerjaan yang dapal dllakukan dengan cara Swakelola adal.h sebagal berikut:

a. Pekerjaan yang bettujuan untuk menlngkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan
kemampuan teknis sumber daya manus1a serta sesual dengan tugas pokok Kernenterian PAN
dan R8;
contoh: bimblngan teknls, workshop dan Ialn-Iain;

b. Penyelenuaraan dikl.I, kursus, penataran, seminar.lokakarya atau penyu'uhan;
conloh: pelatihan keahlian/kele",rnpilan, kursus pengadaan boransfjasa pernerinlah dan lain­
lain;

c. Pckerjaan survey. pernrosesan data, perumusan kebljakan pemerlnreh, penyusunan naskah
akademis. penyusunan kajian, dan pengcmbangan ststern tertentu;
ecntoh: penyusunan/pengembangan peraturan perundang-undangan dan lain-lain;

d_ Pekerjaan yang b.rsifal ",hasla bag; Kemenlerian PANdan RB;
contoh: penllaian, dan lain*laln.

BAB III
JENISPEKERJAANSWAKElOLA
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Sebelum peke'jaan dilaks<lnakan,dilakukan perslapan-persiapan scbagai berlkut:

a. KPAmengesahkan Ke,.ngka Acuan Kerja (KAK)kegiatan yang akan dilaks<lnakan
dengan cara swakelola yang dlsusun olch PPK.

b. SallnanKAKyang telah dlsahkan oleh KPAsegera dlserahkan kepada UlP.

c. Pembentukan TIm Swakelola dengan kctentuan:

1) TImSwakelola terdiri da,1 unsur perencana. petaksaoa dan pcngawas yang diangkat
oleh PPKsesuai dengan struktur organlsasi swakelola.

2) Tugas dan tanggung )awab TImSwakelolaadalah sebagai berikUI:

a) Perenc-ana mempunvai tugas dan tanggung jawab dalam mengevafuasl t<AK,
rnembuat detail gambar rencana kerja dan/at au speslOkaslteknls;

b) Pelaksana mempunyai lugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pekeriaan
sesuai dengan yans, direncanakan. membuat gambar pelaksanaan serta
membuat laporan petaksanan pekerjaan; dan

c) Pengaw.s mempunyal tugas dan langgung jawab dalam melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik rislk maupun
adminitratif pekerjaan swakelola.

d. Penyusunan KAK sekurang-kurangnva memuat:

1) uralan keglatan yang akan dilaksanakan metiputl latar belakang, maksud dan tujuan,
sasaran sena $Umber pendanaan;

2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;
3) bahan, j.sa lainnya, peratetan dan/atau tenag a ahli perseorangan secara rinci yang

dljabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja
harian;

4) rlncian blaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana blaya bulanan dan biaya
mingguan;

5) p,oduk yang dihasllkan: dan
6) spesifikaslleknis (apablla diperlukan).

e. Jadwal Reneana Pelaksanaan Pekerjaan disusun dengan ketentuan:

1) Pereneana membuat Jadwal rencana pclaksanaan pekerjaan berdasarkan
kebutuhan waktu pelaksanaan pekerj.an dalam KAK,lermasuk jadwal pengadaan
bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan yans diperlukan;

2) jadwal petaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulalnva pelaksanaan peke'jaan
hlngga berakhlrnva petaksanaan pekerjaan;

3) pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun dengan
mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.

A. PElAKSANAAN SWAKElOlA OlEH KEMENTERIAN PAN DAN RB

1. PERENCANAAN

BABIV
PElAKSANAAN PENGADAAN 8ARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN CARA SWAKElOlA
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a. Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan sesuai dengan renc.ana yang telah
disusun, meliputl:

1) mengkajl ulang jadwal pelaksanaan kerja (s,cUlve, serta ,adwal kebutuhan bahan,
jasa lainnya, peratatan dan/atau tenaga ahl!perseorangan:

2) mengajvkan kebutuhan bahan, jasa 'alnnya, perataran dan/atav tena8a ,hI!
perseorangan kepoda PPKvnluk diproses oleh ULP/Pejabat Pengadaan:

3) mengatur tenaga kerja/lenaga ahlO perseorangon untuk melaksanakan
kegiatan/pekerjaan sesual dengan jadwal pelaksanaan;

4) menyusun laporan tentang penerimaan dan penB.8unaan bahan, lasa lainnya.
peralatan dan/atav lenaga ahll perseorangan; dan

S) menyusun laporan kemajvan pekerjaon (realisasl flslkdan keuangan).

b. Pengadaon bahan, [asa lalnnya, peraiatan/svkv cadang dan /atav tenaga ahll:

2. PELAKSANAAN

r. Rindan Biaya

Perencana membvat rlncl.n biaya pekerjaan dens.n tldak melampaul pagu anssar.n
yang lelah dltetapkan datam dokumen anggaran dan dltuangkan dalam RAB,rnellputl:
1) gaji tenaga ahl!perseorangan, upah tanaga kerja dan honor lim swakelola;
2) pengadaan bahan:
3) pengadaan dan penggunaan peralatan; dan
4) proses pengadaan dan pengeluaran lalnnvayang dibvtuhkan.

g. Spesifoka.slteknl. disusun mengikvti pedoman/Slanda, yang sesuai denson yang
dlperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

h. Rencana pengadaan bahan/peralatan dan tenaga kerja disusun dengan ketemuan:

1) Oalam hal diperlvkan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/alav tenaga ahti
perseorangan tertentu, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri.

2) Jumlah tenaga .hll perseorangan ttdak boleh mcleblhi SO'J6(lima puluh perse,atvs)
dari jumlah keseluruhan pegawai instansl pemcrintoh yang terlibat dalam keglatan
swakelola.

3) Penyusvnan ,.dwal rencana pengadaan dllaksanakan dengan dongan
memperhatlkan batas akhlr tabun anssa,an/batas akhir orektirnya anggaran.

4) Rencana peogadaan harus mempertimbanglcan svara! teknis dan metod€!
pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

SI Reneana kebutuhsn tenaga kerja harian dlsvsvn berdasarkan rencana pelaksanaan
pekerjaan.

6) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan
pekerjaan.

I. Pembenlvkan Panitla/Pejabal Pengadaan
811a ULP belvm dlbcntvk, Pejabat Pengadaan dapat diangkat oleh KPA untuk
melakukan pens.da.n barang/jasa yang dibvtvhkan dalam pelaksanaan swakelola.

j. Pengumuman pengadaan
Pengumuman pekerjaan swakelola pad. Kem.nterian PAN dan R8 disebarlvaskan
melalui website dan papan pengumuman resmi yang dapat diakses oleh ma.syarakat
tuas,
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a. Pengawasan
Pengawasan pekerjaan swake lola dllakukan oleh Peneawas untuk meng.wasl
pekerfaan mulal darl persiapa« sampai akhlr pelaksanaan pekerjaan Swakelola
meliputl:

1) pengawasan admlnlstrasl vang dllakukan terhadap dckumenrasl pelaksanaan
kegl.tan dan pelaporan;

2) pengawasan teknls terhadap hasH pelaksanaan pekerfaan untuk mengetallul
reallsasi fisik pekerjaan lapangan meliputi ;

3. PENGAWASAN DAN EVAlUASI

I} Pengadaan bahan, jasa lalnnva. peralatan dan/atau renaga ahl! perseorangan
dilakukan oleh UlP/Pejabal Pensadaan dengan men&&unakan metode pengadaan
yang sesuai dengan peraturan yang berlaku,

2} Penglriman bahan dapat dllakukan secara bertahap olau keseluruhan, sesual
dellgan kebutuhan, lokasl pckerlaan, dan kapasitas gudang penyimpanan.

c. Pelaporan kemajuan pekerjaan dllakukan dengan ketentuan:

I} Lapo",n kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dllaporkan
oleh Pelaksana Swakelola kepada PPKsecara berkala.

2) Laporan kemajuan pelaksanaan pekeriaan dan keuangon dilaporkan oleh PPK
kepada PAjKPAsetlap bulan.

3) Pencapalan largel dlcarat dan dlo.alua5i sellap bulan.
4) PenS8unaan bahan, rasa lainnva, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan

dlcalal settap harl dalam laporan harian.
5) Laporan bulanan dlbuat berdasarkan laporan mlngguan.

d. Pelaporan Realisas. Pekerjaan
Pelaporan realisasl pekerjaan dlbual oleh Pelak.an. Swakelola dan dUaporkan kepada
PPKvang berisi antara lain;

1) 51ruktur organlsasi pekerjaan swakelola Vang lerdlrl dan pembagjan tugas,
pendelegasian wewenang dan tan,ggung jawab serta penskoordinasian pelaksanaan
pekerfaan;

2) persia pan pekerfaan swakelola Vang meliput! rencana kerfa, serta kebutuhan bahan,
Jasa lalnnva. perala tan dan/atau tenaga ahli perseorangan;

3) pelaksanaan pekerjaan swakelola yang meliputi kesesualan [adwat pelaksanaan
pekerjaan terhadap jadwa1 rencana pelaksanaan pekerJaan, penyerapan keuangan,
penverahan poker] aa n sampal dengan selesal 100% (sasaran akhir pekerjaan telah
tereapai); dan

4} penggunean bahan, jasa I.innya, peralatan dan/atau tenaga .hli perseorangan.

e. Penyerahan Pel.ksanaan Pekerjaan
Penyerahan Hasll Pekerjaan dllakukan dengan keiemuan:

1) Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola seleset 100% (sasaran akhlr pekerjaan
telah tercapai), Ketua Pelaksana Swakelola menverahkan pekerjaan kepada PPK.

2) PPk menverahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesal kepada PAjKPAmel. lui
8eril. Aeara Seroh Terima Hasli Pekerj.an.

3) SCI.lall dilakukan penverahan pekerjaan, dllanjutkan dengan proses pcnverahan
asct sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
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B. PELAKSANAANSWAKELOLAOlEHINSTANSIPEMERINTAHLAIN

1. PERENCANAAN

Sebelum pekerjaan dilaksanakan, KPAKementetlan PAN dan RBmelakukan perslapen­
perslapan sebagal berlkut:
a. KPAmengesahkan KAKkegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelolaVang

disusun oleh PPK;
b. Salinan KAKvangtelah dlsahkan oleh KPAsegera diserahkan kepada ULP.
c. I(PA dapat menawarkan secara tertul'is ke:giat-answakelo'a kepada Instansi Pemer'ntah

lain yang diyakini mampu dengan melampitkan KAK. Jadwal pelaksanaan dan rincian
anggaran biaya setelah salinan KAKditerima oIeh UlP;

d. Instansi Pemerlntah lain tersebut mempelajari KAI(,[adwal pelaksanaan dan rincian
anggaran biaya;

e. apabila PA/KPAdan plhak instansi pemerlntah lain rersebut sepakar, d.pa, dlbuot
naskah kerjasama atau Nota Kesepaharnan mengennt pelaksanaan pckcrjaan
swakelola;

(. PPKmengadakan Kontrak dengan Pelaklana Swakelola pada lnstansl Pemcrint.h lain
Pelaksana Swakelola, berdasarkan Nota Kesepahaman;

g. KontrakSwakelolapaling kurang berisi:

1) Para pihak.
2) Pokokpekerjaan vang dlswakelolakan.
3) Nil.; pekerjaan vans dlswakelolakan.
4) Jangka waktu pelaksanaan.
5j Hakdan kewajlban para plhak.

a) pengawasan tethadap bahan meliputi pengada.n, pemakaian dan sisa bahan;
b) pengawasan terhadap penggunaan peralat.n; d.n
t) pengawasan terhadap penggunaan ten.g. kerj./ahli agar pelaksanaan pekeriaan

sesuat denaan yans dlrencanakan.
3) pengawassn keuangan yang mencakup cara pembayaran, serta eflslensl dan

efektlntas penggunaan keuangan; dan
4) apabila darl hasll pengawasan ditemukan penylmpangan. PPK harus segera

mengambil ttndakan.

b. Evaluasi

1) Pengawas melakukan evaluasi setlap minggu t"rhadap pelaksanaan pekerjaan, yang
meliputl:

a) pengadaan dan penggunaan bahan;
b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahll;
c) pengadaan dan penggunaan peralatan;
dJ reallsasl keuangan dan biaya yang dlperiukan;
e) pelaksanaan flslk;dan/atau
f) hasil kerja seUap ,enls pekerjaao.

2) Darihasil evaluasi tersebut, Pengawas memberlkan masukan dan rekcmendasl
untuk memperbalki dan menlngkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola
selanjutnya.
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h. Pembenlukan TImSwakelola dilakukan dengan ketentuan;

1) TIm Swakelola lerdlrl dari unsur perencana. pelaks,na dan pengawas;
2) Perencana dan Peng.was yang berasat darl Kemenlerlan PAN dan RS dan InSlansi

Pemerintah 13inPcloksana Swakelola. diangkat oleh PPK;
3) Pelaksana diangkat oleh Instansi Pemerintah lain Pclaksana Swakelola,
4) Tugas dan tan86ung [awab masing-maslng unsur Tim Swakelola adalah sebagal

berlkut:

a) Perencana mempunyai tugas dan bertansgung j.wab dalam mengevalu.sl KAK,
membuat detail rencana kerja dan/atau speslfikasl teknis;

b) Pelaksana mempunvai tugas dan bertansgung jawab dalam melaksanakan
pekel"jaan sesuai yang direncanakan dan mcmbuat laporan pclaks.anaan
pekerjaan; dan

c) Pengawas mempunyai tugas dan bertansgung j,wab dalam melak,anakan
pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik m.upun
.dmlnl,tr.sl pekerj.an Swaketola,

I. Penyusun.n KAK
Penyusunan KAt<sokurang-kurangnya memuat:

1) uraian kcgi.tan yang akan dilaksanakan melipuli lalar betakang, maksud dan tujuan,
sasaran serta sumber pendanaan;

2) waktu pelaksanaan pekerjaan vang diperlukan;
3) keperluan bahan, jasa lainnya. peralat:an dan/atau tenaga ahli perseorangao seara

rind yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan. rencana kerja mingguan. dan
renc.ana kefja harlan;

4) rincian biaya pekerJaan yang dijabarkan dalam rencana blava bulanan dan bl.ya
mingguan;

5) produk yang dihasllkan; dan
6) spesifikaslteknls (apablla dlperlukan).

J. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan disusun dengan ketentuan:

1) Perencana membuat jadwal reneana p~laksanaan pekerjaan berdasarkan
kebuluhan waktu pelaksanaan pckerjaan dalam KAK,termasuk jadwal pengadaan
bahan, jasa lalnnya, peratatan dan/atau lenag. ahll perseorangan vang dlperlukan.

2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan
hinsga berakhimy. pelaksanaan pekerjaan.

3) Pembualan jadwal reneana pelaksanoan pekerjaaan disusun dengan
mernpertlmbangkan waklu yang cukup bagl polahon •• n/ponyelesalan pekerjaan.

k. Rintian 8iaya Pekerjaan
Perencana mernbuat rlnclan biava pekerjaan dengan tidak melampaui pagu ansgatan
yang lelah ditetapkan dolam dokumon anggaran dan diluangkan dalam RAS,mellpull:

1) gaji lenoga ahli perseorangan, upah tenaga kerj. dan honor TImSwakelola;
2) pengadaan bahan;
3) pengadoan dan penggunaan peralatan; dan
4) proses pcngadaan dan pengeluaran lainnva yans dfbutuhkan.

I. Speslflkasl teknis dlsusun mengikuli podoman/slandar yang sesuai dengon yang
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
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2. PELAKSANAAN

a. Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rcncana vang telah
dlsusun, mellputl:

11 mengkajl ulang jadwal pelaksanaan kerj. (s-cerve] serta jadwal kebutuhan bahan,
jasa lalnnya,peralatan dan/atau tenaga ahll perseorangan;

21 mengajukan kebutuhan bahan, jasa 1.lnnya, peralatan dan/atau tenaga ohll
perseoraogan kepada PPKuntuk dlproses oleh ULP/Pejabat Pengadaan;

31 mengatur tenaga kerja/tenaga ahll perscorangan untuk melaksanakan
kegJatan/pekerjaan sesuai dengan jad",al pelaksanaan;

41 menyusun lapotan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa lainnva,
petala,an dan/atau tenaga ahli perseorangan; dan

SI menyusun lapotan kemajuan peke'jaan 'reaUsas! flslkdan keuangan),

b. Pengadaan bahan, jasa lalnnva, peralatan/suku cadang dan /atau tenaga ahli:

11 Peng.dun bahan, ja$a lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan
dliakukan oleh UlP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan
vang sesual dengan peraturan vang berlaku.

21 Penglrlman bahan dapat dliakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesual
dengan kebutuhan, lokasl pckerjaan, dan kapaslta, gudang penvlmpanan.

c. Pelaporan kemajuan pekerjaan dllakukan dengan ketentuan:

1) lapor.n kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilapo,kan
oleh Pelaksana Swakelola kepada PPKsecar. bertala.

m. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Ten.ga Kerja dlsusun dengan ketentuan:

11Oalam hal dipertukan bahan, jasa lalnnya, perala tan dan/atau tenaga ahli
perseorangan tertentu, dapat dllakukan kontrak/sewa tersendln,

211umlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihl 50% (limapuluh perseratus)
darljumlah keseluruhan pegawallnstansl pernerlntah yang terlibat dalam kegiatan
swakelola.

31 Penyusunan jadwal reneana pens.daan dllaksanakan dengon dengon
memperhatikan batas akhir tahun 3nggaran/batas akhlr efektlfnya anggaran.

4) Reneana pengadaan harus mempertlmbangkan svarat teknis dan metode
pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Ookumen Pengadaan.

S) Reneano kebutuhan tenaga kerj_ harlan dlsusun berdasarkan reneana pelaksanaan
pekerjaan.

n. Pembentukan Panitla/Pejabat Pengadaan
Blla ULP pada Instansl Pemerintah lain Pclaksana Swakelola belum dibentuk,
ULP/Pejabat Pengadaan dari unsur Kcmcntcrlan PANdan RBdan Instarni Pemerlntah
lain Pelaksana Swakelola, diangkat oleh PNKPA untuk melakukan pengadaon
barang!Jasa vang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola.

o, Rencana Swakelola
Pengumuman pekerjaan $Wakelola pada Kementerlan PAN dan RB disebarluaskan
melalui website dan papan pengumuman resml yang dapat diakses oleh masvarakat
luas,
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a. Peng3wasan
Pengawasan pekerjaan ,wakolol. dilakukan oleh Peng.was untuk mengawasl
pekerjaan mulal dar, perstapan sampai akhlr pelaksan.an pekerjaan Swakelola
meliputl:

11 pengnwasan adminlstras! yang dilakukan te,hadap dokumentasl pel.ksan.an
kegiatan dan pelaporan;

2) peng.wasan teknis lerhadap ha.1I pelaksanaan pekerjaan untuk mengelahul
reallsasl fisik pekerjaan lapangan meliputl :

a) pengawasan te,hadap bah.n meliputi pengada an, pemakaian dan sisa bah.n;
b) pengawasan terhadap penggunaan peralatan; dan
c) pengawasan terhadap pcnggunaan tenaga kerja/ahll agar pelaksanaan pekeriaan

sesual dengan yang dlrencanakan.
3) pengowasan keuangan yang mencakup cara pembavaran, serta enslensl dan

efeklifltas penggunaan keuangan; dan
4) apabila darl hasil pengawasan dltemukan penyimpangan, PPK harus segera

mengombll tlndakan.

3. PENGAWASANDANEVAlUASI

2) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan keuangan dilaporkan oleh PPK
kepada PNKPA setiap bulan.

3) Pencapalan target dicatat dan dfcvaluasi setiap bulan.
4) Pensgunaan bahan, Jasa lainnya, peralatao dan/atau tenaga ahli pcrsecrangan

dicatat seuap hari dalam laporan harian.
5) laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan minUtlan.

d. Pelaporan Realisa.i Pekerjaan
Pelaporon realisasi pekerjaan dlbual oleh Pelaksana Swakelola dan dilaporkan kepada
PPKyang beri.i antara lain:

1) struktur organls.sl pekerjaan swaketola yang terdlrl darl pembaglan tugas,
pendelegaslan wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordlnaslan pelaksanaan
pekerjaan;

2) persiapan pekerjaan swakelola yang melipuUreneana kerja, serta kebutuhan bahan.
Jasa lalnnya, peralatan dan/atau lenaga ahll perseo,angan;

3) pelaksanaan pekerjaan .wak.lola yang meliput! kesesuaian jadwal pelaksanaan
pekerjaan terhadap jadwal rcncana pelaksanaan pckcrjaan. penyerapan keuangan,
penyerahan pekerjaan sampot dengan selesal 100% (sasaran akhir pekerlaan telah
tercapal); dan

4) penggunaan bahan, [asa lalnnya, perala tan dan/atau tennga ahli perseorangan.

e. Penycrahan Pelaksanaan PekerJaan
Penyerahan Hasil Peketjaan dllakukan dengan ketentuan:

11 Selelah pelaksanaan peke'jaan swakelola selesai 100% (sasaran akhl, pekerjaan
telah tercapai), Ketua Pelak,ana Swakelola menyerahkon pekerjaan kepada PPK.

2) PPKmenyerahkan pekerjaan dan laporan pekerj.an ,.Ieui kepada PNKPAmelalui
aerlta Ac". Serah Terlma HasllPekeriaan.

31 Setclah dilakukan penye,ahan pekerjaan, dllanjutkan dengan proses penye'ahan
aset sesuaJ dengan peraturan perundang-undangan.



16

b. Evaluasi

1) Peng.was melakukan cvaluasi setiap mlnggu terhadap pelaksanaan pekerlaan, yang
meliputi:

al pengadaan dan penggunaan bahan;
bJ pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli.
c) pengadaan dan penggunaan peralatan:
d] realisasi keuangan dan blava yang dlpcriukan:
e) pelaksanaan flslk;dan/atau
I) hasil kerj. ,etlap [enls pekerja.n.

2) Dari hasi) evaluasl tersebut, Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi
untuk mernperbaikl dan meningkatk.n pelaksanaan pekerjaan Swakelola
sclanjutnya.
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B. PElAKSANAAN SWAKElOIA OLEHINSTANStPEMERINTAHLAIN

1. Pencairan dana .wakelola yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah lain dllakukan
dengan mekanlsme pembayaran bertahap (termini melalul slstem pembayaran LS.

2. Dokumen pencalran dana swakelola yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerinlah Lain
terdiri dari:
a. Ke.r.ngkaAcuan Kerlavang memuat:

11 uralan kegiatan yang akan dllaksanakanmellputi lalar belakang, maksud dan tuJuan,
sasaran serta sumbcr pendanaan;

21 wakru pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;
31 kepertuan bahan, Jasa lainnya, peralatan dan/atau tenagaahli perseorangan secara

rind yang dijabartcan dalam rencana kefja bulanan, rencana kefja mingguan. dan
rencana kerjiJ harian;

4) rindan blaya pekerjaan yang dijabarltan dal.m rcncana biaya bulanan dan bl.va
mingguan;

5) produk yang dlhasllkan; dan
61 spesifikasi teknls (apablla dlperlukan],

b. Surat Penetapan Pelaksana Swakelolaoleh PA/KPA.
c. Nota kesepahaman antara Kcmenterian PAN dan RBdengan pelaksana Swakelola yang

mencakup pengaturan pengadaan Sarang/lasa vang berdasatkan Perpres NO. S4
Tahun 2010.

d. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak
e. Betita Acara Serah Tcrima Pekerjaan
f. Berita Acara Pernbayaran
g. Surat Permintaan Pembayaran!Tagihan
h. Kwitansi Pcmbayaran
i. Laporan kemajuan petaksanaan pekerjaan dan penggunaen keuangan oleh Tim

Petaksana kopada PPK.

1) Lapotan secara bcrkala (bulanan/mingguan/harlanl atas kemajuan pekerjaan
beserta bukti pendukungnva (absensi, undanson, notulensl dan 1.lnnva disesualkan
dengan jenis kegiatan);

2) laporan pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli, material/bah an dan
peralatan beserta bukti pendukungnya (HPS, SPH yang dilengkapi dengon SSP
tenaga ahli, Negosiasl, SP Penetapan, SPPBJ,SPK. BAST,Kuitansi, SSP dan buktl
pertanggungjawaban lalnnya disesuaikan dengan Jenis pengeluaran];

3) Laporan reallsasl keuangan.

j. taporan hasil kerja (output) darl pelaksanaan swakelela

Pencairan dana swakelola yang dilaksanakan sendlri oleh Kcmenlerian PAN dan R8 dilakukan
dens.n mekanisme at cost balk dlbavarkan dengan UPatau LS.

A. PEIAKSANAAN SWAKElOIA OlEH KEMENTERIAN PAN DAN RB

BABV
MEKANISME PEMBAYARAN TAGIHAN PENGAOAAN BARANG/IASA

YANG OIIAKUKAN DENGAN CARA SWAKELOLA
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a. Verifikasl SPP-LSoleh Verifikalor Keuangansampal denBan penerbitan SPM-LSolch
PP-SPM dlselesalkan paling lambat 5 (lima) harl kerja setelah SPP·LSbeserta
dokumen pendukung dlterima secara lengkap dan benar dan PPK.

b. Oalam hal Verlfikator Keuangan atau PP-SPMmenolak/mengembalikan SPPkarena
dokumen pendukung SPPtidak lengkap dan benar, maka Verifikator Keuanganatau
PP-SPMharus menyatakan seeara tertulls alasan penolakan/pengembalian tersebut
paling lambat 2 (dua) harl kerja setelah diterlmanya SPP.

4. VERIFIKASISPPDANPENERBITANSPM

3. PENYElESAIANSpp

a. SPP-LS untuk pembavaran pelaksanaan swakelola diterbitkan oleh PPK dan
disampaikan kepada PP-SPMpaling lambat 4 (empat) hari kerja setelah dokumcn
pendukung SPP-LSuntuk pembayaran pelaksanaan swakelola ditenma seeara
lengkap dan benar darl Kormin.

b. Dalam hal PPK menolak/mengemballkan tagihan karena dokumen pcndukung
tagihan tldak lengkap dan benar, maka PP~harus menyatakan secara tertulis .I..an
penolakan/pengemballan tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja seieteh
diterimanya sural taglhan.

a. Ookumen pencalran dana swakelola yang telah lengkap diserahkan oleh kormln
kepada Veriflkator Unit Kerja untuk dilakukan yerlfikasi sesuai ketentuan dalam
PedomanVerinkasl Anggaran di UngkunganKementerlan PANdan RB.

b. Oalam hal Verifikator Unit Kerja menolak/mengembalikan tagihan karena dokumen
pendukung taglhan tidak lengkap dan benar, mak~ Verifikator Unit Kerja harus
rnenvatakan secara tertulls atasan penolakan/pengembalian tersebut melalu1 nota
verifikasl paling lan,bat 2 (dua) han kerja setelah dlterlmanva dokumen tersebut.

2. VERIFIKASITAGIHAN

C. AlUR PENCAIRANDANASWAKElOLA

1. BATASWAKTUPENGAJUAN

a. Tagihan atas petaksaoaan swakelola yang membebanl APBNdiajukan dengan surar
tagihan oleh Pcnerima Hak kepada KPA/PPKpaling lambat 5 (lima) han kerja setelah
timbulnya hak tagih kepada Negara.

b. Apabila 5 (lima) harl ker)a setelah timbulnya hak tagih kepada Negara seeerlma Hak
beJum mengajukan sural tagihan. maka kPA/PPK harus segera memberitahukan
secara te<tulis kepadaPenenmaHakuntuk mengajukan tagihan.

C. Oalamhal setelah 5 (lima) hart kerja sebagaimanadlmak.sud pada ayat (2), Pencrima
Hak belum meneajukan tagihan. maka Penerima Hak pada saat rnengajukan tagihan
harus memberikan penjelasan secara tertulls kepada KPA/PPKatas keterlambatan
pengajuan taglhan terscbut.

k. Oakumen standar yang mengacu pada Pedoman Pengadaan Sarang/Jasa di Ungkungan
xementertan PAN dan RB.
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a.n, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal'~ Februarl 2011

Petunjuk Pclaksanaan Pengadaan dan Pernbavaran Tagihan Atas Pekerjaan Yang Oilakukan Dengan
Car. Swakelola dl lIngkungan Kementerlan PAN dan R8 Inl dibuat untuk dipergunakan dan
dijadikan dasar oleh seluruh Pejabat dan Pegawai dl Ungkungan Kementerian PAN dan RB.

BAB VI
PENUTUP


	permen1.jpg
	permen2.jpg
	permen3.jpg
	permen4.jpg
	permen5.jpg
	permen6.jpg
	permen7.jpg
	permen8.jpg
	permen9.jpg
	permen10.jpg
	permen11.jpg
	permen12.jpg
	permen13.jpg
	permen14.jpg
	permen15.jpg
	permen16.jpg
	permen17.jpg
	permen18.jpg
	permen19.jpg
	permen20.jpg
	permen21.jpg
	permen22.jpg
	permen23.jpg
	permen24.jpg
	permen25.jpg

